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ABSTRACT 

Technological developments provide many conveniences, especially for someone who is 

active, this condition is used by illegal online lenders (pinjol) who offer online loans to 

people with low levels of financial literacy, making it difficult to distinguish legal and non-

legal ones. The relationship between creditors (online loans) and debtors (customers) is a 

private law concept better known as default. As a result of default, the creditor forces the 

creditor to take action to force the debtor to threaten, summon the collector to the house, and 

slander the debtor. Theuproblemsuinuthisuresearch are 1). What are the characteristics of 

online loans that have criminal implications? 2). How is theuapplicationuofutheuCrime of 

Threat in Handling Online Loan Cases? With the normative research method with a statutory 

approach and a case approach, it is known that a. The characteristics of online loans that 

have criminal implications are violating Article 29 of the ITE Law, Article 29 of the ITE Law 

which regulates acts in the form of threats of violence or personal intimidation by sending 

information and/or electronic documents. b. Application of Threatened Crime in Handling 

Online Loan Cases, the judge in his decision numbered 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. On 

behalf of the defendant Dede Supardi Bin H. Supriadi the judge decided on the second 

alternative charge, Article 45 paragraph (4) uJo. uArticleu2u paragraph (4) of theuLawuof 

theuRepublic 

ofuIndonesiauNumberu19uofu2016uconcerninguAmendmentsutouLawuNumberu11uofu2008 

concerninguInformationuanduElectronicuTransactions, anduLawuNumberu8uofu1981   to 

the concerningutheuLawuofuCriminaluProcedure. 

Keywords: Threats, Crime, Loans, Online. 

 

ABSTRAK 

Perkembanganuteknologiumemberikanubanyakukemudahan,terutamaudalamuseseorang 

beraktivitas,kondisiuiniudimanfaatkanupemberiupinjamanuonlineuilegal (pinjol) yang 

menawarkanupinajamanuonlineukepadaumasyarakatudenganutingkatuliterasiukeuangan yang 

rendah, sehinggausulituuntukumembedakanuyangulegaludanuyangutidak. Dengan hubungan 

antaraukreditur (pinjaman online) udanudebituru (nasabah) merupakanukonsepuhukum 

privatuyangulebihudikenaludenganuistilahuwanprestasi.uAkibatuwanprestasi,ukreditur 

memaksaukrediturumelakukanutindakanumemaksaudebiturumengancam,umemanggil 

kolektorukeurumah,udanumemfitnahudebitur.Permasalahanudalamupenelitianuiniuadalah 1). 

Bagaimanaukarakteristikupinjamanuonlineuyanguberimplikasiutindakupidana? 2). 

BagaimanaupenerapanuTindakuPidanauPengancamanuDalamuPenangananuKasus 

PinjamanuOnline? Denganumetodeupenelitianunormatifudenganupendekatanuperundanga-

undanganudanupendekatanukasusudiketahuiubahwa a. Karakteristikupinjamanuonlineuyang 
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berimplikasiutindakupidanauyaituumelanggaruUUuITEuPasalu29uUUuITEuyangumengatur 

perbuatanuberupauancamanukekerasanuatauumenakut-nakutiusecaraupribadiudengan hal 

mengirimkanuinformasiudanuatauudokumenuelektronik. b.PenerapanuTindakuPidana yang 

PengancamanuDalamuPenangananuKasusuPinjamanuOnlineuhakimudalamuputusannya di 

nomoru438/Pid.Sus/2020/PNuJkt.Utr. AtasunamauterdakwauDedeuSupardiuBinuH. Supriadi 

SupriadiuHakimumemutusudakwaanualternativeukedua, uPasalu45uayatu (4) Jo. uPasalu27 

ayatu (4) uUndangundanguRepublikuIndonesaiuNomoru19uTahunu2016utentanguPerubahan 

Undang UndanguNomoru11uTahunu2008utentanguInformasiudanuTransaksiuElektronik, 

danuUndang-UndanguNomoru8utahunu1981utentanguHukumuAcarauPidana. 

Kata Kunci: Pengancaman, Pidana, Pinjaman, Online. 

 

1. PENDAHULUAN 

 Financial Teknologi atau fintech 

yaitu merupakan layananukeuangan 

denganuteknologiuinformasiuyang mulai 

banyak berkembang karena perkembangan 

zaman yang mulai memberdayakan segala 

hal dengan kemajuan teknologi. Transaksi 

menjadi lebih mudah dan melakukan 

pembayaran juga menjadi lebih mudah dan 

tidak perlu bertemu atau tatap muka 

dengan adanya fintech. Dalam segala 

sektor kehidupan manusia mulai 

berkembang dengan kemajuan teknologi 

sekarang.  

Dalam perkembangan nyaumulai 

dariustartupupembayaran, lending 

(peminjaman), upersonal finance 

(perencanaanukeuangan), crowdfunding 

(investasi ritel pembiayaan), riset 

keuangan, remintasiudanulain-lain 

merupakan pengembangan dari fintech. 

Kegiatan yang dilakukan oleh fintech 

memang belum ada peraturan atau aturan 

yang tertulis dalam segi hukum yang 

mengatur mengenai layanan dan lain 

sebagainya. Dalam pengoperasian nya 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung 

dalam perkembangan teknologi berbasis 

keuangan ini, hal ini bukan berarti 

menjadikan fintech beroperasi secara 

illegal. Dalam hal memenuhi kebutuhan 

keuangan dalam kehidupan masyarakat 

dengan adanya fintech sangat 

memudahkan dan praktis (Hamzah, 2022). 

Dalam berbagai bidang kecanggihan 

dan perkembangan teknologi sekarang 

membuat banyak kemudahan dalam 

pekerjaan terutamanya. Hal ini menjadikan 

tindakan kejahatan pun mulai bermunculan 

seperti menggunakan computer sebagai 

alat modus operasinya (Maskun, 2014). 

Banyak platfoam yang ditawarkan oleh 

pelaku pinjol (pinjamanuonline) 

yanguilegal yanguartinya 

tidakuterdaftarudalam 

OtoritasuJasauKeuangan (OJK) pada 

orang-orang yang memiliki literasi 

keuangan yang sulit atau rendah, hal ini 

lah yang membuat masyarakat sulit 

membedakan yang pinjaman dengan 

platfoam legal atau ilegal (tidak terdaftar 

di OJK). Kejahatan inilah yang menjadi 
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celah yang berdampak pada masyarakat 

yaitu mendapatkan teror dari penagihan 

dari operator aplikasi pinjol yang tiada 

henti, hal ini menjadi sangat meresahkan 

masyarakat bahkan ada korban pinjol yang 

melakukan bunuh diri. Terjerat dengan 

denda dan bunga yang sangat tinggi pada 

pinjol sering terjadi pada masyarakat. 

Selain itu adanya penagihan yang 

dilakukan oleh debt collector pinjol dan 

mengintimidasi masyarakat. 

Layanan kredit pinjaman dengan 

menggunakan teknologi informasi  atau 

disebut dengan pinjaman online (N 

Rahayu, 2022) mulai berkembang pada 

tahun 2014 pertengahan. Perkembangan 

nya juga didukung karena kebutuhan diera 

sekarang semua dapat dikomunikasikan 

melalui internet tidak lagi harus bertemu 

secara langsung, hal ini menjadikan semua 

kegiatan menjadi lebih cepat dan mudah. 

Fenomena ini lah yang membuat 

masyarakat lebih memilih pinjaman online 

dibandingakan dengan pinjaman langsung 

ke bank yang membutukan waktu dan 

proses yang lebih lama ditunggu.  Dari 

sinilah kemudahan teknologi tersebut 

membuat celah timbulnya tindak pidana.  

Berdasarkan latar belakang peneliti 

uraikan diatas, peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul 

“TindakuPidanauPengancaman uDalam 

Penanganan uKasus uPinjaman uOnline 

(Studi uKasus uPutusan uNomor 

438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)”. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Laporan keluhan kepada Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) banyak dilakukan 

oleh korban karena maraknya dan banyak 

nya kasus pinjaman online yang terjadi. 

Setiap tahunnya kasus pinjaman online ini 

semakin banyak dan bertambah, data ini 

diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH) Jakarta. Laporan ini banyak 

dilakukan oleh masyarakat yang merasa 

tertipu oleh pinjaman online tersebut. 

Dalam hal ini kesalah belum tentu sepenuh 

nya dilakukan oleh kreditur pinjaman 

online, karena banyak juga kasus dimana 

nasabah (debitur) tidak melakukan 

pembayaran atau lalai delam melakukan 

pembayaran yang sudah disepakati diawal 

peminjaman.  Wanprestasi telah dilakukan 

oleh debitur apabila melakukan hal 

tersebut, dimana perjanjian awal yang 

disepakati telah diingkari oleh debitur. Hal 

ini menyebabkan kreditur mengalami 

kerugian karena pernuatan debitur yang 

tidak menepati perjanjianuyangusudah 

disepakati, uperbuatanutersebut 

merupakanuperbuatanuyangutidak 

menepatiujanji (Mahrus, 2011). 

Wanprestasi merupakanuhubunganuyang 

timbuluantaraupihakupinjamanuonline 

(kreditur) danunasabah (debitur)  yang 
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merupakan konsep hukum privat 

(Aridhayandi, 2017). Kreditur melakukan 

tindakan pengancaman pada debitur yaitu 

seperti mendatangi rumah debitur oleh 

debt collector dan mencemrkan nama baik 

debitur, hal ini terjadi karena dampak dari 

wanprestasi. Selain itu dampak yang 

ditimbulkan yang 

awalnyauhanyauwanprestasi 

menjadiutindakupidana karena 

penyelesaian hukum privat tidak selalu 

penyelesaianupersoalan, tetapi dilakukan 

juga denganuinstrument hukumupidana.  

Terjadilah tutup lubang gali lubang 

yang berdampak dapa debitur ketika 

melakukan pembayaran. Hal ini terjadi 

karena para debitur dikenakan bunga yang 

sangat tinggi disetiap harinya. Selain itu 

ketakutan akibat penagihan yang 

dilakukan oleh debt collector dengan cara 

mengancam (Dewi, 2022). Sehingga ada 

pula dampak lain yang ditimbukan akibat 

dari pinjaman online ini yaitu, mejual 

ginjaluuntukumelunasi hutang, 

mengundurkanudiriudariupekerjaan, 

dipecatudariupekerjaan, umulai timbulnya 

rasa malu, dan bunuh diri.  

Salah satu kasus pinjol yang masuk 

ke dalam ranah pidana adalah pada perkara 

pidana Kasus ini terjadi, pada hari Jumat 

tanggal 08 November 

2019usekitarupukulu10.00uwib, atauupada 

suatuuwaktu lain dalam bulan November 

2019, atau pada suatu waktu lain dalam 

tahun 2019, bertempat diuPT. uVEGA 

DATAuINDONESIAuatauu 

PT. BARRACUDA FINTECH 

INDONESIA di Ruko Pluit Village, 

padausuatuutempatulainuyangumasihubera

daudalamudaerahuhukumuPengadilan 

NegeriuJakartauUtara, uyangudengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronikuyangumemilikiumuatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama 

baikusebagaimanaudimaksududalam 

Pasalu27uayat (3). Dan denganusengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan 

pemerasanudan/atauupengancaman 

sebagaimanaudimaksududalamuPasal 27 

ayat (4). Nomoru438/Pid.Sus/2020/PN 

Jkt.Utr denganuterdakwauDedeuSupardi 

Bin H. Supriadi.  

 

3. METODE PENELITIAN 

 Dalam penulisan jurnal ini peneliti 

menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif. Dalamupenelitian 

hukumunormatifuyang dijelaskan Peter 

Mahmud Marzuki yaitu langkah untuk 

menentukan suatu aturan hukum, prinsip-

psrinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 
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hukum untuk menjawab isu hukum yang 

sedang dihadapi (Ali et al., 2013). Data 

skunder digunakan sepenuhnya pada 

penelitian hukum normatif, sehingga dapat 

ditinggalkan penyusunan kerangka teoritis 

yang bersifat tentative, namun mutlak 

diperlukannya penyusunan kerangka 

konsepsionil, maka dari itu di perlukannya 

perumusan yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan di dalam penyusunan 

kerangka konsepsional (Suekanto 

Soerjono,2006). Suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrinuhukumuyang umenjawab uisu 

hokum uyang usedang udihadapi udan 

memberikan upemecahan uatas 

permasalahan utersebut melalui ujenis 

penelitian normatif (Ali et al., 2013). 

Dalam kepustakaan yang bersumber 

dari data sekunder atau penelitian hukum 

normative yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Melakukan pengkajian 

peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan tema penelitian yang 

terbagi kedalam 3 (tiga) yaitu bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier adalah pengertian dari 

penelitian kepustakaan di ungkap dalam 

bukunya Johnny Ibrahim (Johnny, 2006). 

1).  Bahan hukum primer 

Dokumen peraturan yang 

mengikat dan ditetapkan oleh pihak 

yang berwenang disebut dengan 

bahan hukum primer(Mertokusumo 

Sudikno, 2002). Semua bahan atau 

materi hukum yang mempunyai 

kedudukan mengikat secara yuridis 

adalah bahan hukum primer. 

 

Dalamupenelitianuiniudikumpukan 

berita atau jurnal dari berbagai media 

cetak, media masa, maupun internet yang 

digunakan dalam penulisan jurnal ini 

meliputi bahan yang mempunyai 

keterkaitan dengan permasalahanyang ada 

dalam penulisan ini. Bahanuhukum 

primerudariujurnalumeliputi; 

1) Bukuuilmiahudiubidanguhukum 

yanguberkaitanudenganutopik 

penelitian; 

2) Hasilupenelitian 

3) Hasil penelitian dan Literatur  

Bahanuyang memberi petunjuk 

atauupenjelasanuterhadapubahanuhukum 

primerudanusekunder disebut dengan 

bahan hukum tersier. Bahan hukum 

tersierubiasanyaudiperolehudari kamus 

ensiklopedia, media internet dan lain 

sebagainya. 

Penelitianuiniumenggunakanudua 

pendekatanuyaituupendekatanukasus dan 

pendekatanuperundang-undangan.  

a. Pendekatanuperundang-undangan 

(statute approach) semuauundang-

undangudanuregulasiuyang 

bersangkutanudengan permasalahan 

yang sedang dibahan di telaah. 
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Argument untuk memecahkan masalah 

yamg dihadapi berasal dari hasil telaah 

yang dilakukan (Setiono, 2002). 

b. Pendekatan kasus (case approach), 

kasus-kasusuyanguberkaitanudengan 

isuuyangudihadapiuyangutelahumenjad

i putusanupengadilanudanuberkekuatan 

hukumutetapuditelaah. Ratio 

decidendiuatauureasoningumenjadi 

kajianupokokudalamupendekatan 

kasusuadalahuyaituupertimbangan 

pengadilanuuntukusampaiukepada 

suatuuputusan. (N Rahayu, 2022) 

Contoh kasus Putusan uNomor 

438/PID.SUS/2020/PN Jkt. uUtrudi 

ambil dalam penelitian ini. 

Penelitian Preskriptif merupakan 

bentuk penelitian dalam penelitian ini, 

yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan 

menilai bagaimana penerapanuTindak 

PidanauPengancamanuDalam Hal untuk 

PenangananuKasusuPinjamanuOnline 

PutusanuNomoru438/PID.SUS/2020/PN 

Jkt. Utr dan apa yang harus dilakukan 

untuk mengatasi dan mendapatkan saran-

saran mengenai pidana pinjaman online.  

Dalam jurnaluiniudikumpulkan 

denganumenggunakanulibraryuresearch 

danustudiupustakaubaikuterhadapubahan-

bahanuhukumuprimerudanuhukumusekun

derusebagai Bahanuhukum tertulis yang 

digunakan. 

Jawaban atas permasalahan hukum 

yang di angkat dalam jurnal ini dapat di 

Analisis melalui bahan Hukum digunakan, 

hal ini sesuai denganutujuan 

yangudiharapkanudalamupenulisanujurnal 

ini. Setelahuterkumpulnya Bahan 

Hukumuyangusudahudipilih, udiklasifikasi 

berdasarkanurumusanumasalahuyang mau 

akanudiajukanudanudijadikanudasar-dasar 

pembahasanusetiapurumusanuyang 

diajukan. uSetelahnyauberdasarkanuasas-

asasuhukumudanuaturan-aturanuhukum 

yanguberlakuudiuuraikanudanudiukaji 

permasalahaannyauuntukudiuji untuk hal  

konsistensinyanyaudanukemungkinan 

apakahuterjadiuperluasanuatau menjadi 

penyempitanudalamupraktek, uatasuhal 

tersebut dapat ditarik kesimpulan tersebut. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. KarakteristikuPinjaman 

OnlineuYanguBerimplikasi 

TindakuPidana  

Sarana teknologi informasi yang 

digunakanudalam produk berupa kredit 

pinjaam disebut dengan pinjaman online. 

Banyak layanan yangudiberikan 

mulaiudariuprosesupengajuanudana 

pinjaman, uacceptance, uhinggaupencairan 

danaupinjamanuonlineumelaluiuemail, 

sms, umaupunutelefon. Pemaparan diatas 

menunjukan bahwa banyak komunikasi 

antara dibetur denganukreditur tidak 

bertatap muka danusalingubertemu secara 

langsung. uHaluiniuberbedaudengan 

pinjaman secaraukonvensional yaitu;  
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1) Nasabah memberikan keutungan 

kepada Pemilik dana dariubunga 

yanguditetapkanusebagaiutambahan 

kepadaunasabah; 

2) Keuntungan yang hanya di kejar oleh 

Bank konvensional; 

3) Hubungan yang terjalin antara 

nasabah dengan orang yang 

meminjamkan dana sebatas nasabah 

dan kreditur dan tidak memiliki ikatan 

emosional; 

 

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 

adalah pihak yang berwenang dalam 

mengatur peraturan terhadap perusahaan 

pinjaman online di Indonesia. Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu OJK 

merupakan lembaga Negara yang dibentuk 

berdasarkan berfungsi menyelenggarakan 

sistem pengaturan dan pengawasan yang 

mengatur keseluruhan kegiatan di dalam 

sektor jasaukeuanganubaikudi 

dalamusektor perbankan, pasarumodal, 

dan sektorujasa keuangan non-bank 

contohnya Asuransi, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

Keuangan lainnya. Di dalam melakukan 

pengawasannya, OJK memberikan 

perlindungan dan edukasi bagi konsumen 

yang dapat mengarahkan 

untukumencapaiuduautujuanuutama. Dari 

keu113udaftarutersebutudipilihu5u (lima) 

untuk mewakili perusahaan pinjaman 

onlineuperu31uMeiu2019uyang telah 

resmi terdaftar, yaitu: Danamas, 

Koinworks, Amartha, Investree, dan 

Danacepat. Dalam berbagai kasus banyak 

nya perusahaan pinjaman online yang 

illegal, hal ini sudah di upayakan oleh OJK 

untuk mengahapuskan dan menutup 

perusahan tersebut. Contoh daftar 

pinjaman online yang beroperasi secara 

ilegal di Indonesia, yaitu: AyoRupiah, Bee 

Cash; Bos Tunai; Cash Loan 2 Minutes; 

dan Go Go Uang. 

Kesalah terjadi ketika pinjaman 

dilakukan karena kebutuhan yang 

mendesak dan mendadak sehingga 

nasabah atau debitur tidak memperdulikan 

atau memverifikasi status aplikasi pinjol. 

Banyaknya aplikasi pinjol yang tidak 

memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) namun terdaftar. Pada tahun 2018 

ada seebanyak 404 pinjol ilegal 

diberhentikan. Namun hal ini meningkat 

pada 2019 sebanyak 1.493 pinjol ilegal. 

Ahun 2020 mulai lebih baik turun menjadi 

1.026 pinjol illegal yang distop. Penurunan 

juga terjadi hingga Juni 2021, sebanyak 

270 pinjol illegal yang diberhentikan. 

Jumlah tersebut jauh lebih banyak 

daripada pinjol berizin. Juli 2021 

berdasarkan data dari OJK, terdaftar di 

OJK mencapai 121 fintech 

penyelenggaraufintechupeerutoupeer 

lendinguyang uberizin. 

Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) “Strafbaar Feit” adalah istilah 
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yang dikenal dari tindak pidana. Dalam 

“Strafbaar Feit” ini, Moeljatno 

menjelaskan arti dari perbuatan pidana 

yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan yang mana disertai 

ancamanu (sanksi) uyang 

berupaupidanautertentuubagiubarangusiap

a yang melanggar larangan tersebut” (Ali 

et al., 2013). Sehingga dapat disimpulakan 

bahwa tindak pidana adalah perbuatan 

yang melanggar suatu aturan hukum 

sehingga dapat dikenakan sanksi pidana 

bagi siapapun orang yang melanggar 

aturan tersebut ditujukan kepada 

perbuatan, sedangkan ancaman atau 

sanksinya dapat ditujukan kepada orang 

yang melakukan kejahatan tersebut.  

Bambang Poernomo menambahkan 

pendapat mengenai perbuatan upidana 

uyaitu uperbuatan uyang 

uolehusuatuuaturanuhukum pidana yang 

dilarang dan diancam dengan pidana bagi 

orang yang melanggar aturan tersebut 

(Purnomo, 2002). Bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara 

merupakan hukum pidana, 

yangumengadakanudasar-dasar dan 

aturan-aturan untuk: 

1) Perbuatan-perbuatanumanauyang 

tidakubolehudilakukan, yangudilarang, 

denganudisertaiuancamanuatauusanksi 

yanguberupaupidanautertentuubagi 

barangsiapaumelanggarutersebut 

ditentukan. 

2) Kapanudanudalamuhal-haluapaukepada 

merekauyangutelahumelanggar 

larangan-laranganuituudapat 

dikenakanuatauudijatuhiupidana 

sebagaimanauyangutelahudiancamkan 

ditentukan 

3) Denganucaraubagaimanaupengenaan 

pidanauituudapatudilaksanakanuapabila 

ada uorang uyang udisangka utelah 

melanggar ularangan utersebut 

ditentukan (Ali et al., 2013). 

Kesimpulan dari penjelasan diatas 

adalah perbuatanuyangudilarangudalam 

suatuuperaturanuperundang-undangan 

danumemilikiusanksiuapabilaudilakukan 

merupakan perbuatan pidana. Dalam 

ersoalan hukum pinjaman online yang 

adalah: 

a.  Pengancaman 

Bab XXIIIutentangupemerasanudan 

pengancamanusecarauumum masuk 

tindakan pidana sebagaimanaudiatur 

dalamuPasalu369uKUHP, ussyaituubarang 

siapaudenganumaksuduuntuk 

menguntungkanudiriusendiriuatauuorang 

secaraumelawanuhukum, udengan 

ancamanuakanumembukaurahasia, 

memkasauorangusupayaumemberikan 

sesuatuubaranguyanguseluruhnyauatau 

sebagianukepunyaanuoranguitu atau 

orangulain, atauusupayaumembuatuutang 

atauumenghapuskanupiutang, udiancam 

denganupidanaupenjaraupalingulama 

empatutahun. Kejahatanuini tidak 
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dituntutukecualiuatasupengaduanuorang 

yanguterkenaukejahatan. 

Menistauatauuakanumembuka 

rahasiaukepadauorangulainuatauupara 

publikuyanguberhubunganudengan 

kehidupanupribadiuoranguyangudiancam 

atau seorang ketiga dalam hubungan 

dengan orang yang diancam merupakan 

cara pengancamannya. Perbedaannya 

adalahubahwausuatuurahasiaupada 

hakikatnyaumengenaiusuatuuhaluyang 

benaruterjadi, utetapiupenistaanuyang 

memberitakanubenaruatauutidaknyauyang 

disembunyikanukarenauhalutertentu, 

sedangkanuyangucemarkanuadalahunama 

danukehormatanudariuoranguyang 

diancamuatauuorangukeutiga, uyang 

memilikiuhubunganukeluargauatau 

persahabatanudenganuoranguyang 

diancam.(Wirjono, 2003) Jika rahasia 

yangubersangkutanutidakuhanya 

berkaitanudenganudirinyaudsendiriudnam

un 

jugaumengenaiuapausajauyanguolehuoran

g 

yangudiancamudihendakiujanganusampai 

diketahuiuolehudbanyakudorang. 

Makaudhal tersebutusberlainan, 

artinyauddariusrahasia 

tersebutusdimaksudkanusdalamusPasalus3

22 KUHP, yangusmengenaiuwpembukaan 

rahasiausolehusoranguwyang, uwkarena 

jabatannyauatauupekerjaanya, uberwajib 

menyimpanurahasia itu (Wirjono, 2003). 

Kasus terbukti bersalahuterdakwa 

DedeuSupardiubin H. uSupriadi, secara 

sahumenurutuhukumumelakukanutindak 

pidanauyangudenganusengajaudanutanpa 

hakumendistribusikan udan/atau 

mentransmisikan udan/atau umembuat 

dapat udiaksesnyauInformasiuElektronik 

dan/atauuDokumenuElektronikuyang 

memilikiumuatanupemerasanudan/atau 

pengancaman usebagaimana udimaksud 

dalam uPasal u27 uayat (4), usebagaimana 

diatur udalam uPasal u45uayatu (4) Jo. 

Pasalu27uayatu (4) uUURIuNomoru19 

Tahunu2016utentanguPerubahanuAtas 

UURI uNomoru11 uTahun u2008 utentang 

Informasi udanuTransaksi uElektronik 

(dakwaanukedua). 

b.  Pelanggaran Privasi 

Privasi penyalahgunaan KTP yang 

digunakan untuk melakukan pinjamaan 

online, melanggaruperaturan perundang-

undangan. Pasalu85uUndang-Undang 

AdministrasisuKependudukan, selain itu 

juga Pasalu17uhuruf (h) Undang-

UndanguNomor 14 tahun 2008 yang 

mengatur bahwa informasi publik yang 

dikecualikan dari pengungkapan adalah: 

keadaan keuangan seseorang, aset, 

pendapatan, dan rekening bank, hasil 

evaluasi yang berkaitan dengan 

kemampuan, kecerdasan, dan rekomendasi 

kemampuan seseorang, dan/atau catatan 

yang berkaitan dengan kepribadian 

seseorang yang terkait kegiatan satuan 
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pendidikan formal dan satuan pendidikan 

nonformal. riwayat kondisi dan 

pengobatan seseorang. perlakuan 

seseorang terhadap kesehatan fisik dan 

psikologisnya. 

 

c.  Penghinaan (Pasal 310 KUHP) 

 

DEDE SUPARDI terdakwa dengan 

perbuatannya melakukan dengan sengaja 

menggunakan perangkat sistem elektronik 

melalui whatsapp dengan mengirimkan / 

mentransmisikan dokumen elektronik dan 

informasi elektronik berupa voice note 

yang isinya diantaranya berupa 

penghinaan dan ancaman terhadap diri 

Saksi korban dan keluarga Saksi korban. 

Penagihan yang dilakukan dengan kata 

kata yang tidak baik atau kasar dengan 

penghinaan pada nasabah yang 

melakukanupinjamanuonlineudiuaplikasi 

KASCASH yang manaunama nasabah 

tersebut adalah ADE INDRIYATI. Untuk 

perintah melakukan penagihan dengan 

cara kasar atau melakukan penghlnaan 

kepada nasabah PT. BARRACUDA 

FINTECH INDONESIA yang mana 

perintah tersebut dilakukan atas perintah 

AGUS RIFAID selaku Supervisor di 

tempat Saksi bekerja yang mana perintah 

tersebut disampaikan pada saat Desk 

Collection melakukan briefing dengan 

AGUS RIFAID selaku Supervisor 

perusahaan tersebut. 

d.  Penipuan 

Menurut ketentuan Pasal 378 KUHP, 

tindak pidana pada umumnya dan 

penipuan termasuk dalam kejahatan 

terhadap harta benda. Ada dua unsur 

pokok dalam Pasal 378 KUHP, yaitu unsur 

obyektif dan unsur subyektif. Tujuannya 

untuk meyakinkan atau menggerakkan 

orang lain melalui persuasi atau aktuasi: 

Memanfaatkan nama palsu; status atau 

martabat palsu; serangkaian penipuan dan 

kebohongan; mendistribusikan barang; 

menimbulkan hutang; demikian juga, 

mengurangi piutang (Yahman, 2011). 

 Meskipunuunsur-unsurudalam 

Pasalu378uKUHPutersebututerpenuhi 

seluruhnya, utetapiuterdapatuunsurudari 

tindak pidana penipuan online yang tidak 

terpenuhiudalamupengaturan Pasal 378 

KUHP, yaitu tidak terpenuhinya unsur 

media utama yang digunakan dalam 

melakukan tindak pidana penipuan online 

yaitu media elektronik yang belum dikenal 

dalam KUHP maupun KUHAP, cara-cara 

penipuan yang berbeda antara penipuan 

konvensional dengan penipuan online, dan 

juga terdapat keterbatasan dalam KUHP 

yaitu tidak dapat membebankan 

pertanggungjawaban pidana pada subyek 

hukum yang berbentuk badan hukum 

(korporasi) yang melakukan tindak pidana 

penipuan online. Namun, di 

dalamuPasalu378uKUHPujikaudikaitkan 

denganukasusupinjamanuonlineusaatuini
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yangumenjadiuletakupenipuannyauadalah 

jikaukita meminjam uang sebesar Rp. 

1.000.000- maka yang kitaudapatkan di 

rekeningukitauadalah uRp.600.000- 

perjanjian utersebut tidak disebutkan 

dengan jelasumengapaupinjaman yang 

awalnyauRp. 1.000.000- menjadi Rp. 

600.000- tersebut. Pihak pinjaman tersebut 

hanya menjelaskan potongan biaya 

administrasi. Makauyang 

dimaksududenganupenipuannyauadalah 

pinjamanuyangudiberikanutidakusesuai 

danubanyakupotonganuyangutidak 

disebutkan secara terperinci. Dalam hal 

iniukerugian dialami oleh debitur karena 

terjadi unsur penipuan dari pihak kreditur 

yang tidak sesuai dengan 

perjanjianusemestinya.  

 Penipuanuiniudidelik dari banyaknya 

potongan yang tidak dijelaskan oleh pihak 

aplikasi fintech kepada nasabah yang 

melakukan pinjaman.  

e.  Pemerasan 

Pengenbalian uang yang tidak 

sesuaiudenganujatuh utempo uyang 

dilakukan oleh debitur maka anak 

dikenakanubungausesuai perjanjian awal 

peminjaman. Secara uumum utindak 

pidanaupemerasanumasukudiudalamuBab 

XXIIIutentangupemerasan udan 

pengancaman, usebagaimanaudiatur 

dalamuPasalu368uKUHP, uyaitu: 

(1) Barangsiapaudenganumaksuduuntuk 

menguntungkan diriusendiriuatau 

orangulainusecaraumelawanuhukum, 

memaksauseseorangudengan 

kekerasanuatauuancamanukekerasan 

untukumemberikanusesuatuubarang, 

yanguseluruhnyauatau usebagian 

adalahukepunyaan uoranguituuatau 

orangulain, uatauusupayaumembuat 

utanguatauumenghapuskanupiutang, 

diancamukarenaupemerasan, udengan 

pidanaupenjara upaling ulama 

Sembilan utahun. 

(2)  KetentuanuPasalu365uayatu (2), (3), 

danu (4) berlakuubagiukejahatanuini. 

Bagianuunsurudelikudalam uPasal 

tersebut, yaitu: 

a) Denganumaksuduuntuk 

menguntungkanudiriusendiriuatau 

orangulain; 

b) Secaraumelawanuhukum; 

c) Memaksauseseorangudengan 

kekerasanuatauuancaman 

kekerasan; 

d) Untukumemberikanusesuatu barang, 

uyanguseluruhnya uatau 

sebagianuadalahukepunyaanuorang 

itu atau orang lain, atau supaya 

membuat utang atau menghapusnya 

piutang (Hamzah, 2022). 

Di dalam delik pemerasan dan 

penipuan merupakan delik harta benda 

barang yang diserahkan dalam bentuk 

barang tidak berwujud, yaitu utang atau 

penghapus piutang. Kalau dalam delik 

pencurian, barang yang diambil tidak 
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mungkin berupa penghapusan utang. 

Penghapusan utang misalnya dengan 

paksaan, seseorang menandatangani 

kuitansi tanda lunas, tetapi dia belum 

membayarnya (Hamzah, 2022). 

UUuITEupadaudasarnyausudah 

mengaturusecaraukhusus utentang 

pengancamanudanupemerasan, yaitu 

dapatudilihatudalamuPasal 29 UU ITE 

yangumengaturuperbuatanuberupa 

ancamanukekerasanuatauumenakut-nakuti 

secaraupribadiudengan umengirimkan 

informasiudan/atauudokumenuelektronik. 

Berbedaujikaudibandingkan udengan 

ketentuanuPasal u27uayatu (4) ukhusus 

pengancamanu (Sigid, 2012). 

PengancamanuPasalu27uayatu (4) 

berisikanuancaman uyang uberupa 

pencemaranunama ubaikudenganulisan 

atauutulisan uatau uancaman umembuka 

rahasia udengan umaksud uuntuk 

menguntungkan udiri usendiri uatau 

uorang ulain, umemaksa uorang ulain 

memberikan ubarang usesuatu, memberi 

utang uatau umenghapuskan upiutang, 

sementara udi udalam uPasal 29 

menjelaskan utentang uancaman kekerasan 

uatauumenakut-nakuti usecara pribadi 

(Sigid, 2012). 

Ketentuan ini mirip dengan 

cyberstalking yang kasusnya berada di 

Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan 

negara lainnya, tindakan yang 

menimbulakan rasa takut yaitu tindakan 

pelecehan atau tindakan ancaman 

contohnya yangudilakukanubaikudengan 

perkataanuatau utindakan utertentu uyang 

menggunakan uteknologi uinformasi udan 

komunikasi, ucontohnyaudalamubentuk 

unsoliciteduhate umail, uobscene or 

threatening uemail, „mailubombs, dan 

lain-lain (Sigid, 2012).  

Peraturan uyang usangatupenting 

padauPasalu29 UU ITE karenaumedia 

internetuatauumediauelektronikulainnya 

saatuini udigunakan ubagi upara upelaku 

kejahatan uuntuk umelakukan uancaman 

baik useksual uatauukeamanan uterhadap 

orangulain. Menyebabkan utimbulnya rasa 

utakut udalam udiri upara korban, 

sedangkan uketentuan uterhadap 

pengancaman utidak umungkin diterapkan 

uuntuk uperbuatan utersebut (Sigid, 2012). 

Pasal 29 UU ITE terhadap perbuatan yang 

sudah diatur mensyaratkanudilakukan u 

“dengan sengaja” udanu “tanpauhak” 

udalam ketentuanutersebut 

utidakutermasuk 

perbuatanuyangudilakukanudenganulalai 

(culpa) uatau udilakukanuberdasarkan 

kewenanganuatauuhukumuyanguberlaku. 

Sanksiupidanaupenjarau12utahunudan/ata

u 

dendau2uMilyarurupiahuatasupelanggaran 

ketentuanuPasalu29uberdasarkan yang ada  

ketentuanuPasalu45uayatu (3) uUU ITE. 
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2.  Penerapan Tindak Pidana 

Pengancaman Dalam Penanganan 

Kasus Putusan Nomor 

438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr 

MAHDIuIBRAHIMumenerima 

pesanuSMS udari udompet ukartu u 

(aplikasi uinternet) uawalnyaupada ubulan 

Agustus 2019. Penawarkanupinjaman 

uangusecara uonline (via internet) kepada 

Saksiukorban, ukarena uSaksi ukorban 

sedang umembutuhkanuuang umaka 

selanjutnya uSaksiukorban umengklik 

linkuyanguada udi uSMS utersebut, 

setelahnya uSaksi ukorbanulangsung 

dialihkanuke uplaystore u (aplikasi) udan 

disuruhudownload. Saksi korban klik 

OKupada Aplikasi dompet kartu untuk 

mendownloadnya, munculah dalam 

aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai 

upersyaratanuuntuk udapat melakukan 

upinjamanusecarauonline. 

Padautanggalu08 uNovemberu2019 

adauseseorang u (Terdakwa) uyang 

menelponuSaksiukorbanudanumengatakan 

kepadauSaksiukorban “kapanupinjaman 

Saksiukorbanuakanudilunasi”, udan 

pinjamanuSaksiukorbanutelahudikenakan 

denda, usehinggauSaksiukorbanuharus 

melunasiupinjamanutersebutusebesar 

Rp.7.960.000- (tujuhujuta uSembilan 

puluhuenamuribuurupiah). uKemudian 

padautanggalu03uDesemberu2019uSaksi 

korbanumenerimauWhasAppudariunomor: 

087776412279uyangumengatakan “saya 

datang, bayaruutanguatauutransfer”, dan 

mengancamuSaksiukorbanudengan hal-hal 

perkataanukalauutidakubayarudan 

tidakuadaubuktiubayar, seseorang tersebut 

(Terdakwa) akan menelpon / 

menghubungiukeluargauSaksiukorban 

danumenelepon / menghubungiurefrensi 

terhadapukontakuteleponutemanuyang 

telahudiberikanuSaksiukorbanusaat harus 

melengkapiupersyaratanupinjaman yang 

dimana tersebut, yangumana ancaman 

tersebutuyaituuseseorangu (Terdakwa) 

memberitahukanubilamanauSaksiukorban 

mempunyaiuhutangunamunutidak 

umembayarnya.  

Selanjutnyaukarenauseseorang 

(Terdakwa) telahumenelpon / 

menghubungiukeluargauSaksiukorban 

danutemanutemanuSaksiukorban, lalu 

pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi 

korbanumenghubungiutelponuvia 

whastAppudenganunomoru083876031045,

laluuSaksiukorbanumenanyakanuapa 

sebabuistriuSaksiukorbanudanuteman-

utemanuSaksiukorbanuditelpon, 

setelahuitu 

telponuSaksiukorbanutidakuaktif. Dengan 

hal ini padauhariuituujugauSaksiukorban 

kembaliumenghubungiudompetukartuudan 

mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi 

selain istri saya dan teman teman saya” 

akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas 

dengan kata kasar "terserah gua, anjing 

lu". Pada tanggal 16 Desember 2019, 
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seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi 

korban dengan nomor 082149920291 dan 

melakukan percakapan (Chat) dengan 

kata-kata kasar dan mengancam yaitu 

"akan membunuh saya dan saya akan 

dimutilasi, jika tertangkap saya akan 

dibacok, malam ini saya tantang kamu dan 

menyuruh saya untuk membawa sajam 

untuk bunuh-bunuhan”. 

Karena terdakwa didakwa dengan 

dakwaan yang berbeda, maka Majelis 

Hakim akan segera memeriksa dakwaan 

yang kedua berdasarkan keterangan yang 

disampaikan di muka persidangan: Unsur-

unsur tindak pidana tercantum dalam Pasal 

45 ayat 4 dan Pasal 27 ayat 4 KUHP. 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik: 

1. Setiap orang; 

Seseorang atas nama DEDE 

SUPARDI Bin H. SUPRIADI yang 

identitasnya ditetapkan oleh Majelis 

Hakim sesuai dengan identitas Terdakwa 

sebagaimana tercantum dalam Surat 

Dakwaan Penuntut Umum. Dengan 

demikian, menjadi sangat jelas bagi 

Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang 

dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum 

dalam Dakwaannya adalah terdakwa yang 

dihadirkan di muka persidangan dalam 

perkara ini; akibatnya, persyaratan dari 

2. dengan sengaja, tanpa izin, 

mendistribusikan, mentransmisikan, atau 

membuat dokumen dan informasi 

elektronik dapat diakses; Terdakwa DEDE 

SUPARDI dengan sengaja melakukan 

perbuatan “mengedarkan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik” dengan mengirimkan 

voice dan voice note melalui Whatsapp ke 

handphone Saksi BAYU PRASETYA 

dengan menggunakan handphone milik 

Terdakwa DEDE SUPARDI (satu unit HP 

Realme warna merah biru Nomor SIM 

Card 081546121647) dengan maksud agar 

Saksi BAYU PRASETYA membayar 

hutang atau pinjaman secara online 

menggunakan aplikasi Indonesia 

(BARACCUDA FINTECH). Akibatnya, 

pertimbangan sebelumnya telah terpenuhi, 

dan komponen kedua selesai. memiliki 

pemerasan dan/atau pengancaman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat 4; Perbuatan terdakwa DEDE 

SUPARDI dimaksudkan untuk memaksa 

saksi BAYU PRASETYA membayar 

hutang atau pinjaman secara online 

melalui aplikasi KASCAS (PT). Indonesia 

(BARACCUDA FINTECH). Jika 

terdakwa DEDE SUPARDI berhasil 

melakukan penagihan online, maka ia akan 
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mendapatkan sejumlah keuntungan. 

Tunjangan tersebut akan berupa insentif 

atau bonus berdasarkan pekerjaan yang 

dilakukan oleh terdakwa DEDE 

SUPARDI. Misalnya, jika penagihan 

berhasil, terdakwa DEDE SUPARDI akan 

menerima 6% dari total tagihan yang 

dibayarkan dari kantongnya sendiri setiap 

minggu. Syarat ketiga memiliki muatan 

pemerasan dan/atau ancaman sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (4) UU RI 

Nomor 19 Tahun 2016 telah dipenuhi 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

di atas. 

Pidana Terdakwa dan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan Tergugat 

dipertimbangkan terlebih dahulu. Faktor 

yang memperburuk keadaan adalah 

Karena perbuatan terdakwa meresahkan 

masyarakat sehingga dapat menimbulkan 

trauma psikologis bagi korban dan 

keluarga korban. Faktor-faktor yang dapat 

dikurangi: Terdakwa tidak dinyatakan 

bersalah; Terdakwa berperilaku sopan 

sepanjang persidangan; Pernyataan jujur 

yang dibuat oleh terdakwa; Terdakwa 

mengaku bertanggung jawab; Apakah 

tanggungan keluarga terdakwa? Majelis 

Hakim memutuskan  

1. Menyatakan terdakwa DEDE 

SUPARDI Bin H.SUPRIADI tidak 

bersalah sampai terbukti bersalah atas 

dakwaan dakwaan kedua melakukan 

tindak pidana dengan “sengaja dan 

tanpa hak menyebarkan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan /atau Dokumen Elektronik yang 

berisi tentang pemerasan dan/atau 

ancaman” 

2. Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. 

SUPRIADI diancam dengan pidana 

penjara selama-lamanya 1 tahun penjara 

dan denda sebesar Rp. 70.000.000,00 

rupiah, dengan syarat jika denda tidak 

dibayar dikenakan pidana kurungan dua 

bulan; 

3.  Tentukan berapa banyak hukuman 

terdakwa akan dikurangi dengan 

jumlah waktu yang dihabiskan dalam 

tahanan dan penangkapan; 

4. Mewajibkan Terdakwa untuk tetap 

berada dalam tahanan; 

5. Memberikan bukti berupa: 

- 1 unit handphone Redmi 7 3/32 warna 

hitam hasil jepretan Bayu Prasetya; 

digunakan dalam situasi lain; 

- HP Realme biru dan merah masing-

masing 1 unit No. 081546121647 yang 

direbut Dede Supardi Bin H. Supriadi 

darinya; 

- 
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1 (satu) daftar riwayat hidup yang 

dicopot dari Dede Supardi Bin H. 

Supriadi; 

diambil untuk dimusnahkan; 

6. mewajibkan Tergugat membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 5.000 (atau lima 

ribu rupiah); 

a) Satu buah handphone redmi 7 3/32 

warna hitam yang dihadiahkan Bayu 

Prasetya; digunakan dalam situasi lain; 

b) HP Realme warna biru dan merah 

masing-masing satu unit No. 

081546121647 yang dirampas oleh 

Dede Supardi Bin H. Supriadi; 

c) satu (satu) daftar riwayat hidup yang 

diambil Dede Supardi Bin H. Supriadi; 

d) Disita untuk dimusnahkan; 

e) Mewajibkan Tergugat untuk membayar 

biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (atau 

lima ribu rupiah); 

 

Ketika tidak ada upaya hukum lain 

yang dapat dan mampu mengatasi suatu 

kejahatan, maka sering digunakan dalam 

praktik peradilan sebagai upaya 

penanggulangan kejahatan menurut hukum 

pidana sebagai upaya hukum yang paling 

utama. Sanksi pidana (hukuman) dapat 

diartikan sebagai penderitaan atau 

kesengsaraan yang ditimpakan kepada 

seseorang yang telah melakukan kejahatan. 

Debitur yang belum melunasi utangnya 

atau belum melunasinya tetap harus 

membayar sesuai dengan perjanjian 

pinjaman awal. Ini karena debitur telah 

menerima perjanjian pinjaman awal 

dengan fintech dan menerima uangnya. 

Namun, jika perjanjian sebelumnya 

dilanggar, debitur dapat dikenakan Pasal 

378 KUHP, yang mengatur tentang 

penipuan, dan jika tidak beritikad baik, ia 

dapat menghadapi hukuman empat tahun 

penjara. 

Pasal 378 KUHP menjatuhkan 

hukuman maksimal empat tahun penjara 

atas penipuan yang dilakukan oleh debitur 

(peminjam). Pemodal yang memeras uang 

dan dijerat Pasal 368 KUHP diancam 

dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun, dan bagi yang melakukan 

ancaman dengan Pasal 369 KUHP 

diancam pidana paling lama empat tahun 

penjara. Sebaliknya, UU ITE tidak secara 

khusus mengatur tindak pidana penipuan 

terkait sanksi bagi pelaku penipuan. Saat 

ini, hanya Pasal 378 KUHP yang 

mendefinisikan tindak pidana penipuan 

dengan ancaman hukuman maksimal 

empat tahun penjara. 

Pasal 29 UU ITE menyebutkan bahwa 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa 

hak mengirimkan Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang 

mengandung ancaman kekerasan atau 
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intimidasi yang diperlihatkan secara 

rahasia” mengatur sanksi terhadap mereka 

yang melakukan tindak pidana pemerasan 

dan tindak pidana ancaman yang 

dilakukan. melalui media daring. 

Pelanggaran Pasal 29 UU ITE diancam 

dengan pidana penjara paling lama 12 

tahun dan/atau denda paling banyak 2 

miliar rupiah sesuai dengan Pasal 45 ayat 

3. Oleh karena itu, membandingkan 

rumusan Pasal 368 dan 369 KUHP KUHP 

dengan Pasal 29 UU ITE mengungkapkan 

bahwa kedua peraturan tersebut mengatur 

subyek yang berbeda. Pemerasan dan 

pengancaman diatur dalam Pasal 368 dan 

369 KUHP, dan Pasal 29 UU ITE 

mengatur pengancaman dan pemerasan 

melalui internet atau media elektronik 

lainnya dimana pelaku kejahatan 

mengancam seksual atau keamanan orang 

lain, sehingga menyebabkan ketakutan 

bagi para korban. Ujung-ujungnya, 

penyidik Polri sangat perlu memiliki 

kejelian untuk mengetahui kapan 

menggunakan Pasal 29 UU ITE dan kapan 

menggunakan Pasal 368 KUHP. Namun 

dalam praktiknya, polisi bisa menjerat 

dengan pasal berlapis jika tindak pidana 

tersebut memenuhi unsur pemerasan dan 

ancaman dalam Pasal 368 dan 369 KUHP 

dan Pasal 29 UU ITE. Setelah syarat 

tersebut terpenuhi, pasal tersebut dapat 

digunakan oleh pihak kepolisian. 

Pasal 29 jo terkait UU ITE. 

Meskipun UU ITE tidak secara khusus 

mengatur ketentuan mengenai tindak 

pidana pemerasan dan ancaman, pasal ini 

dapat digunakan untuk memberikan sanksi 

kepada pelaku agar 

mempertanggungjawabkan kejahatannya. 

Pasal 45 ayat 3 dapat membantu 

kekurangan-kekurangan KUHP. Orang 

dalam kejahatan pinjaman online ini 

adalah korporasi, tetapi korporasi juga 

adalah orang (manusia) atau perorangan di 

dalam korporasi. Karena banyak orang 

menggunakan pinjaman online untuk 

memulai bisnis yang berbadan hukum atau 

perorangan. Karena telah melanggar 

perjanjian yang ada, debitur dapat 

dikenakan Pasal 378 KUHP tentang 

Penipuan dan diancam dengan hukuman 

empat tahun penjara jika tidak beritikad 

baik. 

Pasal 378 KUHP menjatuhkan 

hukuman maksimal empat tahun penjara 

atas penipuan yang dilakukan oleh debitur 

(peminjam). Pemodal yang memeras uang 

dan dijerat Pasal 368 KUHP diancam 

dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun, dan bagi yang melakukan 

ancaman dengan Pasal 369 KUHP 

diancam pidana paling lama empat tahun 

penjara. Sebaliknya, UU ITE tidak secara 

khusus mengatur tindak pidana penipuan 

terkait sanksi bagi pelaku penipuan. Saat 

ini, hanya Pasal 378 KUHP yang 

mendefinisikan tindak pidana penipuan 
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dengan ancaman hukuman maksimal 

empat tahun penjara. 

Pasal 29 UU ITE menyebutkan 

bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan 

tanpa hak mengirimkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

yang mengandung ancaman kekerasan 

atau intimidasi yang diperlihatkan secara 

rahasia” mengatur sanksi terhadap mereka 

yang melakukan tindak pidana pemerasan 

dan tindak pidana ancaman yang 

dilakukan. melalui media daring. 

Pelanggaran Pasal 29 UU ITE diancam 

dengan pidana penjara paling lama 12 

tahun dan/atau denda paling banyak 2 

miliar rupiah sesuai dengan Pasal 45 ayat 

3. Oleh karena itu, membandingkan 

rumusan Pasal 368 dan 369 KUHP KUHP 

dengan Pasal 29 UU ITE mengungkapkan 

bahwa kedua peraturan tersebut mengatur 

subyek yang berbeda.  

Pemerasan dan pengancaman 

diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP, 

dan Pasal 29 UU ITE mengatur 

pengancaman dan pemerasan melalui 

internet atau media elektronik lainnya 

dimana pelaku kejahatan mengancam 

seksual atau keamanan orang lain, 

sehingga menyebabkan ketakutan bagi 

para korban. Ujung-ujungnya, penyidik 

Polri sangat perlu memiliki kejelian untuk 

mengetahui kapan menggunakan Pasal 29 

UU ITE dan kapan menggunakan Pasal 

368 KUHP. Namun dalam praktiknya, 

polisi bisa menjerat dengan pasal berlapis 

jika tindak pidana tersebut memenuhi 

unsur pemerasan dan ancaman dalam Pasal 

368 dan 369 KUHP dan Pasal 29 UU ITE. 

Setelah syarat tersebut terpenuhi, pasal 

tersebut dapat digunakan oleh pihak 

kepolisian. Pasal 29 jo terkait UU ITE. 

Meskipun UU ITE tidak secara khusus 

mengatur ketentuan mengenai tindak 

pidana pemerasan dan ancaman, pasal ini 

dapat digunakan untuk memberikan sanksi 

kepada pelaku agar 

mempertanggungjawabkan kejahatannya. 

Pasal 45 ayat 3 dapat membantu 

kekurangan-kekurangan KUHP. Orang 

dalam kejahatan pinjaman online ini 

adalah korporasi, tetapi korporasi juga 

adalah orang (manusia) atau perorangan di 

dalam korporasi. Karena banyak orang 

menggunakan pinjaman online untuk 

memulai bisnis yang berbadan hukum atau 

perorangan. 

 

5. SIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat 

dikemukakan dalam pembahasan diatas 

adalah sebagai berikut: 

1.  Melanggar UU ITE Pasal 29 UU ITE 

yang mengatur perbuatan berupa 

ancaman kekerasan atau menakut-

nakuti secara pribadi dengan 

mengirimkan informasi dan/atau 

dokumen elektronik merupakan 
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karakteristik pinjaman online yang 

berimplikasi tindak pidana. 

2.  Penerapan Tindak Pidana Pengancaman 

Dalam Penanganan Kasus Pinjaman 

Online hakim dalam putusannya 

bernomor 438/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr. 

Atas nama terdakwa Dede Supardi Bin 

H. Supriadi Hakim memutus dakwaan 

alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. 

Pasal 27 ayat (4) Undang-undang 

Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, 

dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana.  

Dari kesimpulan di atas dapat di 

saran dalam jurnal ini sebagai berikut: 

1. Sanksi pidana tidak hanya diberikan 

kepada pelaku tindak pidana pinjol 

ilegal yang telah melakukan 

pengancaman peminjam, namun sanksi 

juga diberikan kepada korporasi dari 

Jasa Pinjaman Online tersebut karena 

sudah melakukan pembohongan publik 

melakukan promosi periklanan jasa 

keuangan namun tidak terdaftar 

didalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

2. OJK hendaknya mencabut akses dan 

aplikasi pinjaman online yang tidak 

terdaftar mengingat perbuatan pelaku 

tindak pidana pinjol menimbulkan 

kerugian materiil dan nonmateriil, serta 

keresahan dan kecemasan dalam 

masyarakat. Perlu dilakukan sebagai 

upaya untuk menanggulangi kejahatan 

karena apabila dengan penghentian 

operasional atau memblokir situs dan 

aplikasi pinjol ilegal, pelaku dapat 

mengganti nama atau mengubah 

aplikasinya. 
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